LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR ...

TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 3 LAPORAN
OPERASIONAL DAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

A. PENDAHULUAN
I. Tujuan

1.

Tujuan pernyataan standar Laporan Operasional adalah menetapkan dasar-
dasar penyajian Laporan Operasional Pemerintah Daerah dalam rangka
memenuhi  tujuan akuntabilitas  penyelenggaraan  pemerintahan
sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Tujuan pelaporan operasi adalah memberikan informasi tentang kegiatan
operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO,beban,dan

surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan.

II.Ruang Lingkup

3.

Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian LaporanOperasional
dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk setiap entitas pelaporan dan entitas
akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam menyusun
laporan operasional yang menggambarkan pendapatan-LO, beban, dan
surplus/defisit operasional dan laporan perubahan ekuitas dalam

suatu periode pelaporan tertentu,tidak termasuk perusahaan daerah.

III. Manfaat Informasi Laporan Operasional

5.

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan
operasional keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang
tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit
operasional dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan
periode sebelumnya.

Laporan Perubahan Ekuitas menyediakan informasi mengenai saldo awal
ekuitas akuntansi dan/atau pelaporan dan perubahan atas ekuitas yang
diakibatkan transaksi tahun berjalan maupun koreksi dan ekuitas akhir.
Pengguna laporan membutuhkan laporan operasional dalam mengevaluasi
pendapatan-LO dan beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh
entitas pemerintahan, sehingga laporan operasional menyediakan informasi:
a) Mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah

daerah untuk menjalankan pelayanan;

b) Mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam

mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam hal efisiensi, efektivitas,
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dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi;

c) Yang berguna dalam memprediksi pendapatan-LO yang akan diterima
untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam periode mendatang

dengan cara menyajikan laporan secara komparatif;

d) Mengenai penurunan ekuitas (biladefisitoperasional), dan peningkatan

ekuitas (bila surplus operasional).

8. Laporan operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus
akuntansi berbasis akrual (full accrual accounting cycle) sehingga
penyusunan Laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan neraca
mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

B. DEFINISI
9. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan

pengertian:

a) Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam
periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa
pengeluaran atau konsumsi asset atau timbulnya kewajiban.

b) Pendapatan Hibah adalah pendapatan pemerintah dalam bentuk
uang/barang atau jasa dari pemerintah/pemerintah daerah lainnya,
perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan,
bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus-menerus.

c) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai
penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan
dan tidak perlu dibayar kembali.

d) Pendapatan Transfer adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau
hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas
pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

e) Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang
terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi
biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada diluar
kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

f) Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional adalah selisih lebih/kurang
antara pendapatan-operasional dan beban selama satu periode pelaporan.

g) Surplus/Defisit-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban
selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit

dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.



C. PERIODE PELAPORAN

10.

11.

Laporan operasional dan laporan perubahan ekuitas disajikan sekurang-
kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu, apabila tanggal
laporan suatu entitas berubah dan Laporan operasional tahunan disajikan
dengan suatu periode yang lebih pendek dari satu tahun, entitas harus

mengungkapkan informasi sebagai berikut:
(a) alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun,;

(b) fakta bahwa jumlah- jumlah komparatif dalam Laporan operasional dan
catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

Manfaat laporan operasional dan laporan perubahan ekuitas berkurang

jika laporan tersebut tidak tersedia tepat pada waktunya. Faktor-faktor

seperti kompleksitas operasi pemerintah tidak dapat dijadikan pembenaran

atas ketidakmampuan entitas pelaporan untuk menyajikan laporan

keuangan tepat waktu.

LAPORAN OPERASIONAL

STRUKTUR DAN ISI LAPORAN OPERASIONAL

12.

13.

14.

Laporan operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban,
surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional,
surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-
LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif
Laporan operasional dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan
Keuangan yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas
keuangan selama satu tahun seperti kebijakan fiskal dan moneter, serta
daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu
untuk dijelaskan.

Dalam laporan operasional harus diidentifikasikan secara jelas, dan, jika
dianggap perlu, diulang pada setiap halaman laporan, informasi berikut:

a) nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;

b) cakupan entitas pelaporan;

¢) periode yang dicakup;

d) mata uang pelaporan; dan

€) satuan angka yang digunakan.

Struktur laporan operasional mencakup pos-pos sebagai berikut:
a) Pendapatan-LO

b) Beban

c) Surplus/Defisit dari Operasi

d) Kegiatan Non Operasional



15.

16.
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e) Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa

f) Pos LuarBiasa
g) Surplus/Defisit-LO

Dalam laporan operasional ditambahkan pos, judul, dan sub jumlah
lainnya apabila diwajibkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi
Pemerintahan, atau apabila penyajian tersebut diperlukan untuk

menyajikan laporan operasional secarawajar.

Contoh format laporan operasional disajikan dalam ilustrasi pada lampiran
kebijakanini. Ilustrasi merupakan contoh dan bukan merupakan bagian
dari kebijakan akuntansi. Tujuan ilustrasi ini adalah menggambarkan

penerapan kebijakan akuntansi untuk membantu dalam klarifikasi artinya.

INFORMASI YANG DISAJIKAN DALAM LAPORAN OPERASIONAL ATAU DALAM
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

17.

18.

19.

Entitas pelaporan menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan
menurut sumber pendapatan. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan
disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Entitas pelaporan menyajikan beban yang diklasifikasikan menurut
klasifikasi jenis beban. Beban berdasarkan Klasifikasi organisasi dan
klasifikasi lain yang dipersyaratkan menurut ketentuan perundangan yang
berlaku, disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
Klasifikasipendapatan-LO menurut sumber pendapatan maupun klasifikasi
beban menurut ekonomi, pada prinsipnya merupakan Klasifikasi yang

menggunakan dasar klasifikasi yang sama yaitu berdasarkan jenis.

SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL

20.

21.

22.

Surplus dari kegiatan operasional adalah selisih lebih antara pendapatan
dan beban selama satu periode pelaporan.
Defisit dari kegiatan operasional adalah selisih kurang antara pendapatan
dan beban selama satu periode pelaporan.
Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode

pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit dari KegiatanOperasional.

SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

23.

24.

Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan
tersendiri dalam kegiatan non operasional.

Termasuk dalam pendapatan/beban dari kegiatan non operasional antara
lainsurplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian
kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non

operasional lainnya.
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Selisih lebih/kurang antara surplus/defisit dari kegiata noperasional dan
surplus/defisit dari kegiatan non operasional merupakan surplus/defisit

sebelum pos luar biasa.

POS LUAR BIASA

26.

27.

28.

Pos Luar Biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan

Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa.
Pos Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik
sebagai berikut:

a) kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran;
b) tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan

¢) kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

Sifat dan jumlah rupiah kejadian luar biasa harus diungkapkan pula dalam

Catatan atas Laporan Keuangan.

SURPLUS/DEFISIT-LO

29.

30.

Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara
surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan
kejadian luar biasa.

Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke
Laporan Perubahan Ekuitas.

TRANSAKSIPENDAPATAN-LODAN BEBAN BERBENTUK BARANG/JASA

31.

32.

Transaksi pendapatan-LO dan beban dalam bentukbarang/jasa harus
dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar
barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Disamping itu, transaksi
semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas
Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang
relevan mengenai bentuk dari pendapatan dan beban.

Transaksi pendapatan dan beban dalam bentuk barang/jasa antara lain

hibah dalam wujud barang, barang rampasan, dan jasa konsultansi.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
STRUKTUR DAN ISI LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

33.

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan keuangan pokok yang
sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos:

a) Ekuitas awal;

b) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;

c) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas;

d) Ekuitas akhir
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Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara
surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan
kejadian luar biasa yang merupakan pindahan dari Laporan

Operasional.

Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas adalah
berbagai koreksi yang disebabkan karena kesalahan mendasar atau -
perubahan kebijakan akuntansi yang langsung menambah/mengurangi
ekuitas dalam tahun berjalan, misalnya:koreksi kesalahan mendasar dari
persediaan yang terjadi pada periode-periodesebelumnya dan perubahan

nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING

36.

37.

38.

39.

Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang
rupiah.

Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama dengan
yang digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang
asing tersebut dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata uang
rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.
Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan
dalam transaksi dan mata uang asing tersebut di beli dengan rupiah,
maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah
berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan
untuk memperoleh valuta asing tersebut.

Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan
untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata

uang asing lainnya,maka:

a) Transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan

dengan menggunakan kurs transaksi;

b) Transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam

rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentra pada tanggal transaksi.



FORMAT LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional SKPD

Pemerintah Provinsi .....
SKPD
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER\%Q?(}MPAN 20X0

Kenaikan/
No URAIAN 20X1 20X0 | Penurunan (%)
KEGIATAN OPERASIONAL

1|PENDAPATAN

2 PENDAPATAN ASL) DAERAH

3| Pendapatan Pajak Daerah X0( XXX 000 XXX

4 Pendapatan Retribusi Daerah 000 0 00 XX

5 Lain-fain PAD yang Sah X0 XXX 0K XXX

6 Jumlah Pendapatan Asli Daerah XXX XXX XXX XXX

7]

8|BEBAN

9 BEBAN OPERASI
10 Beban Pegawai 200 XXX 200 X
1 Beban Barang Jasa XXX XXX X0 XXX
12 Beban Bunga 20 00X 200 200X
13| Beban Subsisdi XXX X000 X0 XXX
14 Beban Hibah XXX X00¢ 00 XX
15 Beban Bantuan Sosial XXX 0 X0 00¢
16 Beban Penyusutan 00K 00 X0 00K
17 Beban Lain-lain 0K XXX XX 00¢
18 Jumiah Beban Operasi XXX XXX XXX XXX
19
20 JUMLAH BEBAN XXX XXX XXX XXX
21
22| SURPLUS! DEFISIT - LO XXX XXX XXX XXX




Laporan Operasional PPKD

Pemerintah Provinsi .....
PPKD
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

No URAIAN 20X1 20X0 | Kenalkan/ {%)
KEGIATAN OPERASIONAL
1|PENDAPATAN
2 PENDAPATAN ASU DAERAH
3 Pajak Daerah X0 XX 000 3000
4 Pendap 1 Hasil Pengelolaan Kekay: Daerah yang Dipisahkan 20K 300¢ 000 00
5 Lain-lain PAD yang Sah 300¢ X0 2000 20K
6 Jumlah Pendapatan Asli Daerah XXX XXX XXX XXX
7
8 PENDAPATAN TRANSFER
9 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN
10 Dana Bagi Hasil Pajak XK XK 000 00
1 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam XXX 300 300¢ 200¢
12 Dana Alokasi Umum 00 0 200 XK
13 Dana Alokasi Khusus 20 XK XXX XXX
14 Jumiah Pendap T fer Dana Perimbang XXX XXX XXX XXX
15
16 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA
17 Dana Otonomi Khusus 0 b 00 200
18 Dana Penyesuaian XXX 00 X004 00K
19 Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya XXX XXX XXX XXX
20
21 TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI
22 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 200¢ 000 X0 XK
23 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 200 2000 200 200
24 JumlahTransfer Pemerintah Provinsi XXX XXX XXX XXX
25 Jumlah Pendapatan Ti f XXX XXX XXX XXX
26
27 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
28 Pendapatan Hibah 300( 200 300
29 Pendapatan Lainnya 00 0K 300C 300X
30 Jumlah Lain-lain Pendap yang sah XXX XXX XXX XXX
31 JUMLAH PENDAPATAN XXX XXX XXX XXX
32
33|BEBAN
34 BEBAN OPERASI
35 Beban Subsidi XX X0 200X X0
36 Beban Hibah 0% X0 00¢ 000
37 Beban Bantuan Sosial o XX o 0
38 Beban Lain-iain s XXX b X0
38 Jumlah Beban Operasi XXX XXX XXX XXX
40
41 BEBAN TRANSFER
42 Beban Transfer Bagi Hasil Pajak 2000 X0 XK XK
43 Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 200¢ 0 2000 3000
44 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya 0% 0% 20 0%
45 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa 0K 200 000 200K
46 Beban Transfer Keuangan Lainnya XX X0 20K 300¢
47 Jumlah Beban Transfer XXX XXX XXX XXX
48 JUMLAH BEBAN XXX XXX XXX XXX
49
50 SURPLUS/DERSIT DARI OPERASI XXX XXX XXX XXX
51
52 SURPLUS/DERSIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL
53 SURPLUS NON OPERASIONAL
54 Surplus Penjualan Aset Non lancar 00 0% 00X 0K
55 Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang X X000 XK 200K
56| Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 00¢ 200¢ 30X XX
57 Jumiah Surplus Non Operasional XXX XXX XXX XXX
58
59 DERASIT NON OPERASIONAL
60 Defisit Penjualan Aset Non lancar 2000 00¢ 20 0
61 Defisit Penyeles aian Kewajiban Jangka Panjang XX 0 XX X0
62 Defisit dari Kegiatan Non Operasionai Lainnya XXX 2000 200X 2000
63 Jumlah Defisit Non Operasional XXX XXX XXX XXX
64 JUMLAH SURPLUS/DERSIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL XXX XXX XXX XXX
65
66 SURPLUS/DERSIT SEBELUM POS LUAR BIASA XXX XXX XXX XXX
87
68|POS LUAR BIASA
69 PENDAPATAN LUAR BIASA
70 Pendapatan Luar Biasa 200 00 00X 20K
7 Jumlah Pendapatan Luar Biasa XXX XXX XXX XXX
72
73 BEBAN LUAR BIASA
74 B8eban Luar Biasa 00X XK XXX 00K
75 Jumlah Beban Luar Biasa XXX XXX XXX XXX
76 POS LUAR BIASA XXX XXX XXX XXX
77
78 SURPLUS/DERSIT-LO XXX XXX XXX XXX




Laporan Operasional

Pemerintah Provinsi .....
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 202{_1D§N 20X0

Kenaikan/
No URAIAN 20X1 20X0 | Penurunan (%,
KEGIATAN OPERASIONAL
1|PENDAPATAN
2 PENDAPATAN ASLI DAERAH
3 Pendapatan Pajak Daerah 0 300¢ 300¢ 300t
4 Pendapatan Retribusi Daerah 000 20 200 200
5 Pendapatan Hasii Pengelolaan Kekay Daerah yang Dipisahkan 300¢ 200¢ 00¢ 00
6! Lain-lain PAD yang Sah 300¢ poed XXX 00¢
7 Jumlah Pendapatan Asli Daerah XXX XXX XXX XXX
8|
9 PENDAPATAN TRANSFER
10 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN
1" Dana Bagi Hasil Pajak 200¢ 00K 000 000
12] Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 2000 00 000 200¢
13 Dana Alokasi Umum 200¢ 00 2000 200¢
14 Dana Alokasi Khusus 200¢ 0 0 2000
15 Jumiah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan XXX XXX XXX XXX
16|
17 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LANNYA
18| Dana Otonomi Khusus 0% bed 200¢ X000
19 Dana Penyesuaian 200 2000 200 200X
20) Jumiah Pendapatan Transfer Lainnya XXX XXX XXX XXX
21
22 TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI
23 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 200¢ 00¢ 00 00
24 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 00X X0 200K 200K
25 Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi XXX XXX XXX XXX
2 Jumiah Pendapatan Transfer XXX XXX XXX XXX
27|
28, LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
29| Pendapatan Hibah 200¢ 200¢ 300¢ 000
30 Pendapatan Lainnya 0K 00 00 00¢
31 Jumiah Lain-lain Pendapatan Yang Sah XXX XXX XXX XXX
32 JUMLAH PENDAPATAN XXX XXX XXX XXX
33
34|BEBAN
35 BEBAN OPERASI
36 Beban Pegawai 000 00X 000 200
7 Beban Barang Jasa 200 200C 200¢ 00K
38| Beban Bunga 200 200X 200¢ 2000
39 Beban Subsisdi 00 200 200 00¢
40 Beban Hibah 2000 00¢ 300¢ 000
41 Beban Bantuan Sosial 000 00¢ 200¢ 00
42 Beban Penyusutan 00X 200K 200K 000
43 Beban Lain-lain 200 200X X0 200¢
44 Jumlah Beban Operasi XXX XXX XXX XXX
45|
46| BEBAN TRANSFER
47 Beban Transfer Bagi Hasil Pajak 000 XXX 200¢ 20K
48| Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 000 000 00 00X
49 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya 200 20 XX 0
501 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa 300¢ 200¢ 00 00
51 Beban Transfer Keuangan Lainnya 200 XXX 200K 20X
52 Jumiah Beban Transfer XXX XXX XXX XXX
53] JUMLAH BEBAN XXX XXX XXX XXX
54
55| JUMLAH SURPLUS/ DEFISIT DARI OPERASI XXX XXX XXX XXX
56
57|SURPLUS! DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL
58| SURPLUS NON OPERASIONAL
59 Surplus Penjualan Aset Non Lancar 300¢ 0% 00 X00¢
60| Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang 000 00 hod 00
81 Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya XX X oy 200(
62 Jumiah Surplus Non Operasional XXX XXX XKX XXX
63|
64 DEFISIT NON OPERASIONAL
65| Defisit Penjualan Aset Non Lancar 2000 2000 000 2000
66 Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang 0K XXX XX 00
67 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 0 200¢ 00X 0
68| Jumiah Defisit Non Operasional XXX XXX XXX XXX
69 JUMLAH SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL XXX XXX XXX XXX
70
71 SURPLUS/ DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA XXX XXX XXX XXX
72
73|POS LUAR BIASA
74 PENDAPATAN LUAR BIASA
75| Pendapatan Luar Biasa X 00X 0K
76 Jumlah Pendapatan Luar Biasa XXX XXX XXX XXX
77
78| BEBAN LUAR BIASA
79] Beban Luar Biasa 200 200¢ 00X 20X
80| Jumlah Beban Luar Biasa XXX XXX XXX XXX
81 POS LUAR BIASA XXX XXX XXX XXX
82
83| SURPLUS/ DEFISIT - LO XXX XXX XXX XXX
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FORMAT LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Laporan Perubahan Ekuitas SKPD

Pemerintah Provinsi .....
SPKD
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

NO URAIAN 20X1 | 20X0

1 |EKUITAS AWAL XXX | XXX

2 | SURPLUS/DEFISIT-LO XXX | XXX Laporan
3 |DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBWAKAN/KESALAHAN MENDASAR:

4 KOREKSI NILAI PERSEDIAAN XXX | XXX

5 SELISIH REVALUASIASET TETAP XXX | xxx

6 LAIN-LAN XXX | xxx

7 |EKUITAS AKHIR XXX | XXX

Perubahan Ekuitas PPKD

Pemerintah Provinsi .....
PPKD
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

NO URAIAN 20X1 | 20X0
1 |EKUITAS AWAL XXX | XXX
2 |SURPLUS/DEFISIT-LO XXX | XXX
3 | DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBUAKANKESALAHAN MENDASAR:
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LAMPIRAN V : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR ...

TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 4 NERACA

A. PENDAHULUAN
I. Tujuan

1.

Tujuan kebijakan akuntansi neraca adalah menetapkan dasar-dasar
penyajian neraca untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka memenuhi tujuan

akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-

undangan.

2. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas
pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal
tertentu.

II.LRuang Lingkup . .

3. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian neraca yang disusun
dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual untuk
SKPD, PPKD, dan Pemerintah Daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.

B. DEFINISI
4, Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan Akuntansi

ini dengan pengertian:

a) Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat
ekonomik seperti bunga, dividen, dan royalti,. atau manfaat sosial
sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam
rangka pelayanan kepada masyarakat.

b) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan*di bank yang setiap saat
dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemeﬁntahan.

c) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi
pemerintah daerah. o

d) Laporan keuangan gabungan adalah suatu laporan keuangan yang
merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi
sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan tunggal.

e) Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang diterbitkan di
antara dua laporan keuangan tahunan.

f) Mata uang asing adalah mata uang selain mata uang Rupiah.
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g) Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar
fihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi
wajar.

h) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan
yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah
daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau
diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

i} Setara kas adalah investasi jangka pendek yang éangat likuid yang siap
dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang
signifikan.

j) Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode

pelaporan.

C. KLASIFIKASI

5.

Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya
dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya
menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca.

Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset
dan kewajiban yang mencakup jumlah—jumlaiq yang diharapkan akan
diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal
pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar
dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Apabila suatu entitas akuntansi dan/ atau entitas pelaporan menyediakan
barang-barang yang akan digunakan dalam menjalankan kegiatan
pemerintahan, perlu adanya klasifikasi terpisah antara aset lancar dan
nonlancar dalam neraca untuk memberikan informasi mengenai barang-
barang yang akan digunakan dalam periode aku£1tansi berikutnya dan yang
akan digunakan untuk keperluan jangka panjang.

Informasi tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan
bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas
akuntansi/entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian aset
nonkeuangan dan kewajiban seperti persediaan dan cadangan juga
bermanfaat untuk mengetahui apakah aset diklasifikasikan sebagai aset
lancar dan nonlancar dan kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban
jangka pendek dan jangka panjang.

Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:

a) kas dan setara kas;

b) investasi jangka pendek; . .

c) piutang;

d) persediaan;
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11.
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e€) investasi jangka panjang;

f) aset tetap;

g) kewajiban jangka pendek;

h) kewajiban jangka panjang;

i) ekuitas.

Pos-pos selain yang disebutkan di atas disajikan dalam neraca jika
penyajian demikian perlu untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan
suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan.

Pertimbangan disajikannya pos-pos tambahan secara terpisah didasarkan
pada faktor-faktor berikut ini:

(a) Sifat, likuiditas, dan materialitas aset;

(b) Fungsi pos-pos tersebut dalam entitas akuntansi/entitas pelaporan;

(c) Jumlah, sifat, dan jangka waktu kewajiban. '

Aset dan kewajiban yang berbeda dalam sifat dan fungsi dapat diukur
dengan dasar pengukuran yang berbeda. Sebagai contoh, sekelompok aset
tetap tertentu dicatat atas dasar biaya perolehan dan kelompok lainnya

dicatat atas dasar nilai wajar yang diestimasikan.

D. PENYAJIAN NERACA

12.

13.

14.

Ketentuan peraturan mewajibkan entitas akuntansi dan/atau entitas
pelaporan menyajikan neraca dalam dua format yang berbeda, yaitu format
sesuai dengan PP No 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan dan format yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam
Negeri No 13 Tahun 2006 yang telah beberapa Kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Neraca SKPD dan PPKD sebagai entitas akuntansi disajikan dengan format
Permendagri No 13/2006 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Permendagri No 21/2011. Sedangkan neraca Pemerintah Daerah sebagai
entitas pelaporan disajikan dengan format PP No 71 tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai laporan. keuangan pokok dan
format Permendagri No 13/2006 yang telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Permendagri No 21/2011 sebagai lampiran. Contoh format neraca

dalam lampiran kebijakan akuntansi ini hanya merupakan ilustrasi dan

bukan merupakan bagian dari kebiiakaﬁ akuntansi. Tujuan lampiran ini

adalah mengilustrasikan penerapan kebijakan akuntansi untuk membantu
dalam pelaporan laporan keuangan.

Penyajian laporan keuangan dari form_at yang diatur dalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 yang ;celah beberapa kali diubah



" 5 NERACA
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD)

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Per 31 December 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

URAIAN 20X1 20X0

ASET
ASET LANCAR

Kas di Kas Daerah g
Kas di Bendahara Penerimaan
Kas di Bendahara Pengeluaran
Kas di BLUD
Kas Lainnya
Setara Kas
Investasi Jangka Pendek
Piutang Pendapatan
Piutang Lainnya
Penyisihan Piutang
Beban Dibayar Dimuka
Persediaan

JUMLAH ASET LANCAR

INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi Jangka Panjang Non Permanen
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya
Investasi dalam Obligasi
Investasi dalam Proyek Pembangunan
Dana Bergulir
Deposito Jangka Panjang
Investasi Non Permanen Lainnya

JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi Jangka Panjang Permanen
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Investasi Permanen Lainnya . “

JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen

JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG

ASET TETAP
Tanah
Peralatan dan Mesin
Gedung dan Bangunan
Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Aset Tetap Lainnya
Konstruksi Dalam Pengerjaan
Akumulasi Penyusutan
JUMLAH ASET TETAP
DANA CADANGAN
Dana Cadangan
JUMLAH DANA CADANGAN
ASET LAINNYA
Tagihan Jangka Panjang
Kemitraan dengan Pihak Ketiga . .
Aset Tidak Berwujud
Aset Lain-lain
JUMLAH ASET LAINNYA

JUMLAH ASET
KEWAJIBAN . .
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
Utang Bunga
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
Pendapatan Diterima Dimuka
Utang Beban
Utang Jangka Pendek Lainnya

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
Utang Dalam Negeri

NERACA PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD) Halaman 1 dari 2



URAIAN

20X1

20X0

Utang Jangka Panjang Lainnya
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

JUMLAH KEWAJIBAN

EKUITAS
EKUITAS

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

NERACA PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD)

Halaman 2 dari 2
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NERACA .
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Per 31 December 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

URAIAN 20X1 20X0

ASET

ASET LANCAR
Kas di Kas Daerah
Kas di Bendahara Penerimaan
Kas di Bendahara Pengeluaran
Kas di BLUD
Kas Lainnya
Setara Kas
Investasi Jangka Pendek
Piutang Pendapatan
Piutang Lainnya
Penyisihan Piutang
Beban Dibayar Dimuka . .
Persediaan

JUMLAH ASET LANCAR

INVESTASI JANGKA PANJANG
Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya
Investasi dalam Obligasi ! *
Investasi dalam Proyek Pembangunan
Dana Bergulir
Deposito Jangka Panjang
Investasi Non Permanen Lainnya

JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi Jangka Panjang Permanen
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Investasi Permanen Lainnya

JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen

JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG

ASET TETAP e .
Tanah
Peralatan dan Mesin
Gedung dan Bangunan
Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Aset Tetap Lainnya
Konstruksi Dalam Pengerjaan . .
Akumulasi Penyusutan

JUMLAH ASET TETAP

DANA CADANGAN
Dana Cadangan

JUMLAH DANA CADANGAN

ASET LAINNYA
Tagihan Jangka Panjang
Kemitraan dengan Pihak Ketiga
Aset Tidak Berwujud
Aset Lain-lain

JUMLAH ASET LAINNYA

JUMLAH ASET

KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
Utang Bunga

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang : N
Pendapatan Diterima Dimuka
Utang Beban

Utang Jangka Pendek Lainnya

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
Utang Dalam Negeri
Utang Jangka Panjang Lainnya

NERACA Halaman 1 dari 2
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URAIAN

20X1

20X0

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

JUMLAH KEWAJIBAN

EKUITAS
EKUITAS

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

NERACA

Halaman 2 dari 2



- 9.
NERACA

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Per 31 December 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan :
Unit Organisasi :
Sub Unit Organisasi :

URAIAN : 20X1 20X0

ASET

ASET LANCAR
Kas di Bendahara Penerimaan
Kas di Bendahara Pengeluaran
Kas di BLUD
Kas Lainnya ’ .
Setara Kas
Investasi Jangka Pendek
Piutang Pendapatan
Piutang Lainnya
Penyisihan Piutang
Beban Dibayar Dimuka . .
Persediaan

JUMLAH ASET LANCAR

INVESTASI JANGKA PANJANG
Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya
Investasi dalam Obligasi . .
Investasi dalam Proyek Pembangunan
Dana Bergulir
Deposito Jangka Panjang
Investasi Non Permanen Lainnya

JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi Jangka Panjang Permanen
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Investasi Permanen Lainnya

JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen

JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG

ASET TETAP . .
Tanah
Peralatan dan Mesin
Gedung dan Bangunan
Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Aset Tetap Lainnya
Konstruksi Dalam Pengerjaan
Akumulasi Penyusutan

JUMLAH ASET TETAP

DANA CADANGAN
Dana Cadangan

JUMLAH DANA CADANGAN

ASET LAINNYA
Tagihan Jangka Panjang
Kemitraan dengan Pihak Ketiga
Aset Tidak Berwujud
Aset Lain-lain

JUMLAH ASET LAINNYA

JUMLAH ASET

KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
Utang Bunga

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang . .
Pendapatan Diterima Dimuka
Utang Beban

Utang Jangka Pendek Lainnya

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

NERACA s Halaman 1 dari 2



Urusan Pemerintahan :

Utang Dalam Negeri
Utang Jangka Panjang Lainnya

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

JUMLAH KEWAJIBAN

EKUITAS
EKUITAS

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

Unit Organisasi :
Sub Unit Organisasi :
URAIAN 20X1 20X0
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

NERACA

Halaman 2 dari 2
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Nomor

Tanggal

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NERACA - .
Per 31 Desember 20X1 dan 20X0

URAIAN

20X1

20X0

ASET LANCAR
Kas

Kas Di Kas Daerah

Kas Di Bendahara Penerimaan

Kas Di Bendahara Pengeluaran

Kas Di Badan Layanan Umum Daerah

Piutang

Piutang Pajak

Piutang Retribusi
Piutang Lain-lain

Piutang Deviden

Piutang Lain-lain - Lainnya
Persediaan

Persediaan Alat Tulis Kantor
Persediaan Alat Listrik

Persediaan Material/Bahan
Persediaan Benda Pos

Persediaan Bahan Bakar
Persediaan Bahan Makanan Pokok

Persediaan yang akan diserahkan ke Masyarakat/Instansi/Lainnya

Belanja dibayar dimuka

Asuransi Dibayar Dimuka
Sewa Dibayar Dimuka
Belanja Dibayar Dimuka

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
INVESTASI JANGKA PANJANG
Investasi Permanen
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
ASET TETAP
Tanah

Tanah Perkampungan

Tanah Pertanian

Tanah Perkebunan

Tanah Kebun Campuran

Tanah Kolam Ikan

Tanah Untuk Bangunan Gedung
Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung

Peralatan dan Mesin

Alat-Alat Besar Darat

Alat-Alat Besar Apung

Alat-alat Bantu

Alat Angkutan Darat Bermotor
Alat Angkutan Berat Tak Bermotor
Alat Angkut Apung Bermotor

Alat Angkut Apung Tak Bermotor
Alat Angkut Bermotor Udara

Alat Bengkel Bermesin

Alat Bengkel Tak Bermesin

Alat Ukur

Alat Pengolahan

Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan
Alat Kantor

Alat Rumah Tangga

UV ——

LAMPIRAN II PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - NERACA

Halaman 1




URAIAN

20X1

20X0

Peralatan Komputer

Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat

Alat Studio

Alat Komunikasi

Peralatan Pemancar

Alat Kedokteran

Alat Kesehatan

Alat Unit-Unit Laboratorium

Alat Peraga/Praktek Sekolah

Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir

Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika
Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan

Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)

Alat Laboratorium Lingkungan Hidup
Peralatan Laboratorium Hidrodinamika
Senjata Api

Persenjataan Non Senjata Api

Alat Keamanan dan Perlindungan

Gedung dan Bangunan

Bangunan Gedung Tempat Kerja
Bangunan Gedung Tempat Tinggal
Bangunan Menara

Bangunan Bersejarah

Tugu Peringatan
Monomen/Bangunan Bersejarah
Tugu Titik Kontrol/Pasti
Rambu-Rambu

Jalan, Jaringan dan Instalasi

Jalan

Jembatan

Bangunan Air Irigasi

Bangunan Air Pasang Surut

Bangunan Air Rawa

Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam
Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah
Bangunan Air Bersih/Baku

Bangunan Air Kotor

Bangunan Air

Instalasi Air Minum/Air Bersih

Instalasi Air Kotor

Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan
Instalasi Pembangkit Listrik

Instalasi Gardu Listrik

Instalasi Pertahanan

Instalasi Gas

Instalasi Pengaman

Jaringan Air Minum

Jaringan Listrik

Jaringan Telepon

Jaringan Gas

Aset Tetap Lainnya

Buku dan Perpustakaan
Barang Bercorak Kebudayaan
Hewan dan Ternak serta Tanaman
Alat Olah Raga Lainnya
Aset Tetap Renovasi

Konstruksi dalam Pengerjaan
Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Untuk Bangunan Gedung
Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung
Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-alat Bantu
Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kantor
Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal
Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Menara
Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti
Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan

LAMPIRAN II PERDA PERTANGGUNGIAWABAN - NERACA

Halaman 2
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URAIAN

20X1 20X0

Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Air Irigasi
Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Pembangkit Listrik

ASET LAINNYA
Tagihan Piutang Penjualan Angsuran

Tagihan Penjualan Angsuran/Cicilan Kendaraan Bermotor
Tagihan Penjualan Angsuran/Cicilan Rumah
Tagihan Penjualan Angsuran/Cicilan Tanah

Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Kemitraan dengan Pihak Ketiga
Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer/BOT)
Aset Tidak Berwujud
Aset Tidak Berwujud
Aset Lain-lain
Aset Lain-lain

JUMLAH ASET

KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
Pendapatan Diterima Dimuka
Utang Jangka Pendek Lainnya

JUMLAH KEWAJIBAN

EKUITAS DANA
EKUITAS DANA LANCAR

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
Cadangan untuk Piutang
Cadangan untuk Persediaan

Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek

EKUITAS DANA INVESTASI

Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang
Diinvestasikan dalam Aset Tetap

Diinvestasikan dalam Aset Lainnya (Tidak termasuk Dana Cadangan)

JUMLAH EKUITAS DANA

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

Samarinda,
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

LS

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

LAMPIRAN II PERDA PERTANGGUNGIAWABAN - NERACA

Halaman 3




-4 -

terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ke dalam format PP
No 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dilakukan

melalui proses konversi yang teknisnya diatur dalam sistem dan prosedur
akuntansi.

Samarinda, 31 Desember 2015
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006




LAMPIRAN VI : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR ...

TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 5 LAPORAN ARUS KAS

A. PENDAHULUAN
I. Tujuan
1. Tujuan Kebijakan Akuntansi Laporan Arus Kas adalah mengatur penyajian
laporan arus kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan
kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus
kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris
selama satu periode akuntansi.
2. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber,
penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode
akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi

ini disgjikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

II. Ruang Lingkup
3.  Pemerintah daerah menyusun laporan arus kas sesuai dengan kebijakan ini
dan menyajikan laporan tersebut sebagai salah satu komponen laporan
keuangan pokok untuk setiap periode penyajian laporan keuangan.
4. Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk penyusunan laporan arus kas
Pemerintah Daerah yang disusun oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
(PPKD).

III. Manfaat Informasi Arus Kas

S. Informasi arus kas berguna sebagai indikator jumlah arus kas di masa yang
akan datang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran arus
kas yang telah dibuat sebelumnya.

6. Laporan arus kas juga menjadi alat pertanggung-jawaban arus kas masuk
dan arus kas keluar selama periode pelaporan.

7. Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan lainnya, laporan arus kas
memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam
mengevaluasi perubahan kekayaan bersih/ekuitas suatu entitas pelaporan
dan struktur keuangan pemerintah daerah (termasuk likuiditas dan

solvabilitas).

B. Definisi
8.  Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan Akuntansi

dengan pengertian:
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a) Arus kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada
Bendahara Umum Daerah.

b) Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang
ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah selama satu
periode akuntansi.

c) Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas
yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap dan serta
investasi yang tidak termasuk setara kas.

d) Aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang
mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi utang dan
piutang jangka panjang.

e) Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan atau pengeluaran kas
yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

f) Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam
periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa
pengeluaran, atau konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban.

g) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi
pemerintah daerah.

h) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat
dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah.

i) Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang
ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan
daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

j) Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang.

k) Mata uang asing adalah mata uang selain mata uang Rupiah.

1) Mata uang pelaporan adalah mata uang rupiah yang digunakan dalam
menyajikan laporan keuangan.

m)Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah
ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan.

n) Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara
Umum Daerah.

0) Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara
Umum Daerah.

p) Periode akuntansi adalah periode pertanggungjawaban keuangan entitas
pelaporan yang periodenya sama dengan periode tahun anggaran.

q) Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap
dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang

signifikan.
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1) Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode

pelaporan.

Kas dan Setara Kas

9.

10.

Setara kas pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas
jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan
setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas
dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang
signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau
investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau
kurang dari tanggal perolehannya.

Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam
laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari
manajemen kas dan bukan merupakan bagian aktivitas operasi, investasi

aset nonkeuangan, pembiayaan, dan transitoris.

ENTITAS PELAPORAN ARUS KAS

11.

12.

Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau
lebih entitas akuntansi atau satuan organisasi lainnya di lingkungan
Pemerintah Daerah  yang menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa
laporan keuangan Pemerintah daerah.

Entitas yang wajib menyusun dan menyajikan laporan arus kas adalah unit

organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan, dalam hal ini PPKD.

PENYAJIAN LAPORAN ARUS KAS

13.

14.

15.

Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas
selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi,
investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan transitoris.

Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi aset non keuangan,
pembiayaan, dan transitoris memberikan informasi yang memungkinkan
para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut
terhadap posisi kas dan setara kas pemerintah daerah. Informasi tersebut
juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar aktivitas
operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan transitoris.

Satu transaksi tertentu dapat mempengaruhi arus kas dari beberapa
aktivitas, misalnya transaksi pelunasan utang yang terdiri dari pelunasan
pokok utang dan bunga utang. Pembayaran pokok utang akan
diklasifikasikan ke dalam aktivitas pembiayaan sedangkan pembayaran

bunga utang akan diklasifikasikan ke dalam aktvitas operasi.
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Contoh format laporan arus kas disajikan dalam Lampiran Kebijakan

Akuntansi ini. Lampiran hanva merupakan ilustrasi untuk membantu

pemahaman.

Aktivitas Operasi

17.

18.

19.

20.

21.

Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan
kemampuan operasi pemerintah daerah dalam menghasilkan kas yang
cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang
tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari antara lain

a) Pendapatan Asli Daerah;

b) Penerimaan Transfer;

c) Penerimaan Hibah;

d) Lain-lain Pendapatan yang Sah; dan

e) Penerimaan Lain-lain/Pendapatan Luar Biasa.

Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk
pengeluaran, antara lain:

a) Belanja Pegawai;

b) Belanja Barang;

c) Bunga;

d) Subsidi;

¢) Hibah,;

f) Bantuan Sosial;

g) Belanja Lain-lain/Luar Biasa; dan

h) Transfer Keluar.

Jika suatu entitas mempunyai surat berharga yang sifatnya sama dengan
persediaan, yang dibeli untuk dijual, maka perolehan dan penjualan surat
berharga tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi.

Jika entitas pelaporan mengotorisasikan dana untuk kegiatan suatu entitas
lain, yang peruntukannya belum jelas apakah sebagai modal kerja,
penyertaan modal, atau untuk membiayai aktivitas periode berjalan, maka
pemberian dana tersebut harus diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi.

Kejadian ini dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

Aktivitas Investasi

22,

23.

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan
pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan aset tetap
serta investasi lainnya tidak termasuk setara kas.

Arus masuk kas dari aktivitas investasi terdiri dari:

a) Penjualan Aset Tetap;

b) Penjualan Aset Lainnya;
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¢) Pencairan Dana Cadangan;

d) Penerimaan dari Divestasi;

e) Penjualan Investasi dalam bentuk Sekuritas.
Arus keluar kas dari aktivitas investasi terdiri dari:
a) Perolehan Aset Tetap;

b) Perolehan Aset Lainnya;

¢) Pembentukan Dana Cadangan;

d) Penyertaan Modal Pemerintah,;

e) Pembelian Investasi dalam Bentuk Sekuritas.

Aktivitas Pendanaan

25.

26.

27.

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan
pengeluaran kas yang mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas
yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka
panjang.

Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan antara lain:

a) Penerimaan Kembali Pinjaman;

b) Penerimaan Pinjaman

Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan antara lain

a) Pembayaran Pokok Utang;

b) Pemberian Pinjaman Jangka Panjang.

Aktivitas Transitoris

28.

29.

30.

31.

Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang
tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan
pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan
pendanaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain
transaksi Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), pemberian/penerimaan kembali
uang persediaan kepada/dari bendahara pengeluaran, serta kiriman uang.
PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari
Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga
misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan
mutasi kas antarrekening kas umum negara/daerah.

Arus masuk kas dari aktivitas transitoris meliputi penerimaan PFK dan
penerimaan transitoris seperti kiriman uang masuk dan penerimaan
kembali uang persediaan dari bendahara pengeluaran.

Arus keluar kas dari aktivitas transitoris meliputi pengeluaran PFK dan
pengeluaran transitoris seperti kiriman uang keluar dan pemberian uang

persediaan kepada bendahara pengeluaran



PELAPORAN ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI, INVESTASI,
PENDANAAN, DAN TRANSITORIS

32.

33.

34.

Entitas pelaporan melaporkan secara terpisah kelompok utama penerimaan

dan pengeluaran kas bruto dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan

transitoris.

Entitas pelaporan menyajikan arus kas dari aktivitas operasi dengan cara

metode langsung. Metode langsung ini mengungkapkan pengelompokan

utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto.

Penggunaan metode langsung dalam melaporkan arus kas dari aktivitas

operasi memiliki keuntungan sebagai berikut:

a) Menyediakan informasi yang lebih baik untuk mengestimasikan arus kas
di masa yang akan datang;

b) Lebih mudah dipahami oleh pengguna laporan; dan

c) Data tentang kelompok penerimaan dan pengeluaran kas bruto dapat

langsung diperoleh dari catatan akuntansi.

PELAPORAN ARUS KAS ATAS DASAR ARUS KAS BERSIH

35.

Arus kas yang timbul dari aktivitas operasi dapat dilaporkan atas dasar

arus kas bersih dalam hal:

a) Penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan penerima manfaat
(beneficiaries) arus kas tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain
daripada aktivitas pemerintah daerah. Salah satu contohnya adalah hasil
kerjasama operasional.

b) Penerimaan dan pengeluaran kas untuk transaksi-transaksi yang
perputarannya cepat, volume transaksi banyak, dan jangka waktunya

singkat.

ARUS KAS MATA UANG ASING

36.

37.

38.

Arus kas yang timbul dari transaksi mata uang asing harus dibukukan
dengan menggunakan mata uang rupiah dengan menjabarkan mata uang
asing tersebut ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs bank sentral
pada tanggal transaksi.

Arus kas yang timbul dari aktivitas entitas pelaporan di luar negeri harus
dijabarkan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs bank sentral pada
tanggal transaksi.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan akibat perubahan

kurs mata uang asing tidak akan mempengaruhi arus kas.



BUNGA DAN BAGIAN LABA

39.

40.

41.

42.

Arus kas dari transaksi penerimaan pendapatan bunga dan pengeluaran
belanja untuk pembayaran bunga pinjaman serta penerimaan pendapatan
dari bagian laba perusahaan daerah harus diungkapkan secara terpisah.
Setiap akun yang terkait dengan transaksi tersebut harus diklasifikasikan
ke dalam aktivitas operasi secara konsisten dari tahun ke tahun.

Jumlah penerimaan pendapatan bunga yang dilaporkan dalam arus kas
aktivitas operasi adalah jumlah kas yang benar-benar diterima dari
pendapatan bunga pada periode akuntansi yang bersangkutan.

Jumlah pengeluaran belanja pembayaran bunga utang yang dilaporkan
dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah pengeluaran kas untuk
pembayaran bunga dalam periode akuntansi yang bersangkutan.

Jumlah penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan daerah yang
dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah kas yang benar-
benar diterima dari bagian laba perusahaan daerah dalam periode

akuntansi yang bersangkutan.

INVESTASI DALAM PERUSAHAAN DAERAH DAN KEMITRAAN

43.

44,

45.

Pencatatan investasi pada perusahaan daerah dan kemitraan dapat
dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu metode ekuitas dan
metode biaya.

Investasi pemerintah daerah dalam perusahaan daerah dan kemitraan
dicatat sebesar nilai perolehannya.

Entitas pelaporan melaporkan pengeluaran investasi jangka panjang dalam

perusahaan daerah dan kemitraan dalam arus kas aktivitas investasi

PEROLEHAN DAN PELEPASAN PERUSAHAAN DAERAH DAN UNIT OPERASI
LAINNYA

46.

47.

Arus kas yang berasal dari perolehan dan pelepasan perusahaan daerah

harus disajikan secara terpisah dalam aktivitas investasi.

Entitas pelaporan mengungkapkan seluruh perolehan dan pelepasan

perusahaan daerah dan unit operasi lainnya selama satu periode. Hal-hal

yang diungkapkan adalah:

a) Jumlah harga pembelian atau pelepasan;

b) Bagian dari harga pembelian atau pelepasan yang dibayarkan dengan
kas dan setara kas;

c) Jumlah kas dan setara kas pada perusahaan daerah dan unit operasi
lainnya yang diperoleh atau dilepas; dan

d) Jumlah aset dan utang selain kas dan setara kas yang diakui oleh

perusahaan daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepas.
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Penyajian terpisah arus kas dari perusahaan daerah dan unit operasi
lainnya sebagai suatu perkiraan tersendiri akan membantu untuk
membedakan arus kas tersebut dari arus kas yang berasal dari aktivitas
operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran. Arus
kas masuk dari pelepasan tersebut tidak dikurangkan dengan perolehan
investasi lainnya.

Aset dan utang selain kas dan setara kas dari perusahaan daerah dan unit
operasi lainnya yang diperoleh atau dilepaskan perlu diungkapkan hanya
jika transaksi tersebut telah diakui sebelumnya sebagai aset atau utang

oleh perusahaan daerah.

TRANSAKSI BUKAN KAS

50.

51.

Transaksi investasi dan pembiayaan yang tidak mengakibatkan penerimaan
atau pengeluaran kas dan setara kas tidak dilaporkan dalam Laporan Arus
Kas. Transaksi tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan
Keuangan.

Pengecualian transaksi bukan kas dari Laporan Arus Kas konsisten dengan
tujuan laporan arus kas karena transaksi bukan kas tersebut tidak
mempengaruhi kas periode yang bersangkutan. Contoh transaksi bukan
kas yang tidak mempengaruhi laporan arus kas adalah perolehan aset

melalui pertukaran atau hibah.

KOMPONEN KAS DAN SETARA KAS

52.

Entitas pelaporan mengungkapkan komponen kas dan setara kas dalam

Laporan Arus Kas yang jumlahnya sama dengan pos terkait di Neraca.

PENGUNGKAPAN LAINNYA

53.

54.

Entitas pelaporan mengungkapkan jumlah saldo kas dan setara kas yang
signifikan yang tidak boleh digunakan oleh entitas. Hal ini dijelaskan dalam
Catatan atas Laporan Keuangan.

Informasi tambahan yang terkait dengan arus kas berguna bagi pengguna
laporan dalam memahami posisi keuangan dan likuiditas suatu entitas

pelaporan.



Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
Laporan Arus Kas

Lampiran V.1

Untuk Tahun Anggaran yang Berakhir 31 Desember 20X1 dan 20X0

NO URAIAN 20X1 | 20X0
1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi
2 Arus Kas Masuk
3 Pendapatan Pajak Daerah
4 Pendapatan Retribusi Daerah
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
S Dipisahkan
6 Lain-lain PAD yang sah
7 Dana Bagi Hasil Pajak
8 Dana Bagi Hasil Sumber Alam
9 Dana Alokasi Umum
10 Dana Alokasi Khusus
11 Dana Otonomi Khusus
12 Dana Penyesuaian
13 Pendapatan Bagi Hasil Pajak
14 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya
15 Pendapatan Hibah
16 Pendapatan Dana Darurat
17 Jumlah Arus Kas Masuk (2 s/d16)
18 Arus Kas Keluar
19 Beban Pegawai
20 BebanBarang
21 BebanBunga
Beban
22 Subsidi
Beban
23 Hibah
24 Beban Bantuan Sosial
25 Beban Tak Terduga
26 Beban Bagi Hasil Pajak
27 Beban Bagi Hasil Retribusi
28 Beban Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
29 Jumlah Arus Kas Keluar (19 s/d 28)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi
30 (17-29)
31 Arus Kas dari Aktivitas Investasi
32 Arus Kas Masuk
33 Pencairan Dana Cadangan
34 Pendapatan Penjualan Tanah
35 Pendapatan Penjualan Peralatan dan Mesin
36 Pendapatan Penjualan Gedung dan Bangunan
37 Pendapatan penjualan Jalan, Irigasi dan Jaringan
38 Pendapatan Penjualan Aset Tetap Lainnya
39 Hasil Divestasi Investasi
40 Penerimaan Investasi Non Permanen
41 Pendapatan Penjualan Aset Lainnya




42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

54

55
56

57
58
59
60
61
62
63
64
65

66

67
68
69
70
71
72
73
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

82

83
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Jumlah Arus Kas Masuk (33 s/d 41)
Arus Kas Keluar
Pembentukan Dana Cadangan
Perolehan Tanah
Perolehan Peralatan dan Mesin
Perolehan Gedung dan Bangunan
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan
Perolehan Aset Tetap Lainnya
Perolehan Aset Lainnya
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Pengeluaran Investasi Non Permanan
Jumlah Arus Kas Keluar (44 s/d 52)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas
Investasi(42-53)

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
Arus Kas Masuk

Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat
Pinjaman Dalam Negeri - pemerintah Daerah Lainnya
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Non Bank
Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya
Penerimaan kembali Pinjaman Perusahaan Daerah
Penerimaan kembali Pinjaman Lainnya

Jumlah Arus Kas Masuk (57 s/d 63)

Arus Kas Keluar
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah
Pusat ,
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri -
PemdaLainnya

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - LKBB
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - LKNB
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah
Jumlah Arus Kas Keluar (66 s/d 72)
Arus Kas Bersih dari Pendanaan (64-73)
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
Arus Kas Masuk
Penerimaan PFK
Jumlah Arus Kas Masuk
Arus Kas Keluar
Pengeluaran PFK
Jumlah Arus Kas Keluar
Arus Kas Bersih dari Transitoris (76-79)

Kenaikan /Penurunan Kas (30+54+72+80)

Saldo Awal Kas di BUD, BLUD, dan Kas di Bendahara
Pengeluaran

Saldo Akhir Kas di BUD, BLUD, dan Kas di Bend Pengeluaran
(81+82)

Saldo Kas di neraca terdiri dari :

Kas di Kas Daerah
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(81+82)

Saldo Kas di neraca terdiri dari :
Kas di Kas Daerah
Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Penerimaan

~N 0o OO0 U1 ph OO

Kas BLUD
Jumlah Saldo Kas di Neraca (84 s/d 87)

Samarinda, 31 Desember 2015
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006




LAMPIRAN VII : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR ...

TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 6 CATATAN ATAS
LAPORAN KEUANGAN

A. PENDAHULUAN
I. Tujuan

1.

Tujuan kebijakan akuntansi ini untuk mengatur penyajian dan

pengungkapan yang diperlukan pada Catatan Atas Laporan Keuangan.

II. Ruang Lingkup

2.

Kebijakan akuntansi ini harus diterapkan pada laporan keuangan untuk
tujuan umum oleh entitas akuntansi/entitas pelaporan.

Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah iaporan yang dimaksudkan
untuk memenuhi kebutuhan pengguna akan informasi akuntansi keuangan
yang lazim. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat, legislatif,
lembaga pengawas, pemeriksa, pihak yang merpberi atau berperan dalam
proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pefnerintah yang lebih tinggi.
Laporan keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah atau
bagian dari laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen publik
lainnya seperti laporan tahunan. ) .

Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan dalam
menyusun laporan keuangan SKPD/PPKD dan laporan keuangan

konsolidasian pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.

o

B. DEFINISI

5.

Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan

pengertian:

a) Materialitas adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau salah saji
suatu informasi akan mempengaruhi keputusan atau penilaian
pengguna yang dibuat atas dasar laporan keuangan. Materialitas
tergantung pada hakikat atau besarnya pos atau kesalahan yang
dipertimbangkan dari keadaan khusus di mana kekurangan atau salah
saji terjadi.

b) Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar
kembali, dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada
tahun anggaran bersangkutan maupun: tahun-tahun anggaran
berikutnya, yang dalam penganggaran pemeﬂhtah daerah terutama
dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus

anggaran.
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c¢) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai
penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan
dan tidak perlu dibayar kembali. ' o

d) Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah
yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran
yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu
dibayar kembali oleh pemerintah. | )

UMUM

Setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan diharuskan untuk
menyajikan Catatan atas Laporan Keﬁangan ‘sebaga.i bagian yang tak
terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum.

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan
dapat dipahami oleh pembaca secara luas, ti@ak terbatas hanya untuk
pembaca tertentu ataupun manajemen entitas akuntansi/pelaporan. Oleh
karena itu, laporan keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat
mempunyai potensi kesalahpahaman di antara pembacanya. Untuk
menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan harus dibuat Catatan
atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan
pengguna dalam memahami laporan keuangan.

Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca
laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran
mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi
akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersial
cenderung melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan keuangan
perusahaan. Untuk itu, diperlukan pembahasan umum dan referensi ke
pos-pos laporan keuangan menjadi penting bagi pembaca laporan
keuangan.

Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang
diterapkan akan membantu pembaca untuk dapat menghindari

kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan.

STRUKTUR DAN ISI

10.

11.

Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap
pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan SAL, Laporan Operasional,

Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas harus

mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas
Laporan Keuangan. T
Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau

analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi
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Anggaran, Laporan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas,
Neraca, dan Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan
Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-
pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas
laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen
lainnya. ' '

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan

pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai,

antara lain:

a) Menyajikan informasi tentang kebijakan ﬁskal/ keuangan, ekonomi
regional/ekonomi makro, pencapaian target peraturan daerah APBD,
berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;

b) Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun
pelaporan; h ‘

¢) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan
kebijakan kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas
transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;

d) Mengungkapkan informasi untuk pos-pos pendapatan-LRA, belanja,
pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas;

€) Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang
wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Pengungkapan untuk masing-masing pos pada laporan keuangan

mengikuti kebijakan akuntansi berlaku yang mengatur tentang

pengungkapan untuk pos-pos yang berhubungan. Misalnya, kebijakan
akuntansi tentang persediaan mengharuskan, pengungkapan kebijakan
akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan.

Untuk memudahkan pembaca laporan, pengungkapan pada Catatan atas

Laporan Keuangan dapat disajikan secara narasi, bagan, grafik, daftar dan

skedul atau bentuk lain yang lazim yang mengikhtisarkan secara ringkas

dan padat kondisi dan posisi keuangan entitas pelaporan.

Penyajian Informasi tentang Kebijakan Fiskal/Keuangan, Ekonomi Makro,

Pencapaian Target Peraturan daerah tentang APBD, Berikut Kendala dan

Hambatan dalam Pencapaian Target. : .

Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat membantu pembacanya

untuk dapat memahami kondisi dan posisi keuangan entitas

akuntansi/pelaporan secara keseluruhan.

Untuk membantu pembaca Laporan Keuangan, Catatan atas Laporan

Keuangan menyajikan informasi yang dapat Iﬁenjawab pertanyaan-

pertanyaan seperti bagaimana perkembangan posisi dan kondisi
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keuangan/fiskal entitas akuntansi/pelaporan serta bagaimana hal tersebut
tercapai. Untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, entitas
akuntansi/pelaporan menyajikan informasi mengenai perbedaan yang
penting posisi dan kondisi keuangan/fiskal I;eriode berjalan bila
dibandingkan dengan periode sebelumnya, dibandingkan dengan anggaran,
dan dengan rencana lainnya sehubungan dengan realisasi anggaran.
Termasuk dalam penjelasan perbedaan adalah perbedaan asumsi ekonomi
makro yang digunakan dalam penyusunan anggaran dibandingkan dengan
realisasinya.

Kebijakan fiskal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan
Keuangan adalah kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dalam
peningkatan pendapatan, efisiensi belanja dan penentuan sumber atau
penggunaan pembiayaan. Misalnya penjabaran rencana strategis dalam
kebijakan penyusunan APBD, sasaran, program dan prioritas anggaran,
kebijakan intensifikasi/ekstensifikasi perf)aj akan.

Kondisi ekonomi makro yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas
Laporan Keuangan adalah asumsi-asumsi indikator ekonomi makro yang
digunakan dalam penyusunan APBD berikut tingkat capaiannya. Indikator
ekonomi makro tersebut antara lain Produk \Domestik Regional Bruto,
pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar, harga minyak dan
tingkat suku bunga.

Catatan atas Laporan Keuangan menjelaskan perubahan anggaran yang
penting selama periode berjalan dibandingkan dengan, hambatan dan
kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, serta
masalah lainnya yang dianggap perlu.

Dalam satu periode pelaporan, dikarenakan alasan dan kondisi tertentu,
entitas pelaporan mungkin melakukan perubahan anggaran dengan
persetyjuan DPRD. Agar pembaca laporan keuangan dapat mengikuti
kondisi dan perkembangan anggaran, penjelasan atas perubahan-
perubahan yang ada, yang disahkan oleh DPRD, dibandingkan dengan
anggaran pertama kali disahkan akan membantu pembaca dalam
memahami kondisi anggaran dan keuangan entitas akuntansi/pelaporan.
Dalam kondisi tertentu, entitas akuntansi/pelaporan belum dapat
mencapai target yang telah ditetapkan, misalnya.jumlah unit pembangunan
bangunan sekolah dasar. Penjelasan mengenai hambatan dan kendala yang
ada, misalnya kurangnya ketersediaan lahan, perlu dijelaskan dalam
Catatan atas Laporan Keuangan.

Untuk membantu pembaca laporan - keuangan, manajemen entitas
akuntansi/pelaporan mungkin merasa perlu untuk memberikan informasi

keuangan lainnya yang dianggap perlu untuk diketahui, misalnya
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kewajiban yang memerlukan ketersediaan dana dalam anggaran periode

mendatang.

Penyajian Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Selama Tahun Pelaporan

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Kinerja keuangan entitas akuntansi/pelaporan dalam Laporan Realisasi
Anggaran harus mengikhtisarkan indikator dan pencapaian kinerja
kegiatan operasional yang berdimensi keuangan dalam suatu periode
pelaporan. ‘ '
Pencapaian kinerja keuangan yang telah ditetapkan dijelaskan secara
obyektif dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Keberhasilan pencapaian
kinerja dapat diketahui berdasarkan tingkat efisiensi dan efektivitas suatu
program. Efisiensi dapat diukur dengan hqembaildingkan keluaran (output)
dengan masukan (inpuf). Sedangkan efektivitas diukur dengan
membandingkan hasil (outcome) dengan target yang ditetapkan.

Pembahasan mengenai kinerja keuangan harus dihubungkan dengan

tujuan dan sasaran dari rencana strategis pemeﬁntah daerah dan indikator

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembahasan mengenai kinerja keuangan:

a) Meliputi baik hasil yang positif maupun negatif;

b) Menyajikan data historis yang relevan;

¢) Membandingkan hasil yang dicapai dengan tujuan dan rencana yang
telah ditetapkan;

d) Menyajikan informasi penjelasan lainnya yang diyakini oleh manajemen
akan dibutuhkan oleh pembaca laporan keiiangan untuk dapat
memahami indikator, hasil, dan perbedaan yang ada dengan tujuan atau
rencana.

Untuk lebih meningkatkan kegunaan informasi, penjelasan entitas

pelaporan harus juga meliputi penjelasan mengenai apa yang semestinya

dilakukan dan rencana untuk meningkatkan kinerja program.

Keterbatasan dan kesulitan yang penting sehubungan dengan pengukuran

dan pelaporan kinerja keuangan harus diungkapkan sesuai dengan

relevansinya atas indikator kinerja yang diuraikan pada Catatan atas

Laporan Keuangan. Keterbatasan yang relevan akan beragam dari satu

program ke program lainnya, namun biasanya faktor yang dibahas

termasuk, antara lain:

a) Kinerja biasanya tidak dapat diungkapkan seca1;a utuh dengan hanya
menggunakan satu indikator saja;

b) Indikator kinerja tidak dapat memperlihatkan alasan mengapa kinerja
berada pada tingkat yang dilaporkan; dan
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¢) Melihat indikator kuantitatif secara eksklusif sering kali menghasilkan
konsekuensi yang tidak diinginkan.

29. Oleh karena itu, indikator kinerja harus dilengkapi dengan informasi
penjelasan yang sesuai. Informasi penjelasan ini akan membantu pengguna
memahami indikator yang dilaporkan,' mend;.pat gambaran mengenai
kinerja keuangan entitas pelaporan, dan mengevaluasi pentingnya faktor
yang mendasari yang mungkin mempengaruhi kinerja keuangan yang
dilaporkan.

30. Informasi penjelasan mungkin termasuk, sebagai contoh, informasi
mengenai faktor yang substansial yang berada di luar kendali entitas, dan
informasi mengenai faktor-faktor yang membuat entitas mempunyai
pengaruh penting. .

Dasar Penyajian Laporan Keuangan dan Pengungkapan Kebijakan Akuntansi

Keuangan

31. Dalam menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan, entitas
akuntansi/pelaporan harus mengungkapkan dasar penyajian laporan

keuangan dan kebijakan akuntansi.

Asumsi Dasar Akuntansi . .

32. Asumsi dasar atau konsep dasar akuntansi tertentu mendasari
penyusunan laporan keuangan, biasanya tidak diungkapkan secara
spesifik. Pengungkapan diperlukan jika tidak mengikuti asumsi atau
konsep tersebut disertai alasan dan penjelasan. .

33. Sesuai dengan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Daerah, asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah
adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu
dibuktikan agar Kebijakan akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:

a) Asumsi kemandirian entitas; |
b) Asumsi kesinambungan entitas; dan
c) Asumsi keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement).

34. Asumsi kemandirian entitas berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap
sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan
laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi
pemerintah dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya
asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran
dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung
jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk
kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau

kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi
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akibat keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program yang telah
ditetapkan. |

Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas akuntansi
pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah
daerah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas
pelaporan dalam jangka pendek.

Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan
yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan
agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam
akuntansi.

Pengungkapan Kebijakan Akuntansi

37.

38.

39.

40.

Pengungkapan kebijakan akuntansi dalam catatan atas laporan keuangan

harus dapat menjelaskan prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dan

metode penerapannya yang secara material mempengaruhi penyajian

Laporan Realisasi Anggaran, Laporan perubahan SAL, Laporan Operasional,

Laporan perubahan Ekuitas, Neraca, dan‘Lapora;l Arus Kas.

Secara umum kebijakan akuntansi pada Catatan atas Laporan Keuangan

menjelaskan hal-hal berikut:

a) Entitas pelaporan; ] .

b) Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan,;

c) Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan
keuangan;

d) sampai sejauh mana kebijakan-kebijakan akuntansi diterapkan;

e) setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami
laporan keuangan.

Pengguna laporan keuangan perlu mengetahui basis-basis pengukuran

yang digunakan sebagai landasan dalam penyajian laporan keuangan.

Apabila lebih dari satu basis pengukuran digunakan dalam penyusunan

laporan keuangan, maka informasi yang disajikan harus cukup memadai

untuk dapat mengindikasikan aset dan kewajiban yang menggunakan basis

pengukuran tersebut. .

Dalam menentukan perlu tidaknya suatu kebijakan akuntansi

diungkapkan, manajemen harus mempertimbangkan manfaat

pengungkapan tersebut dalam membantu pengguna untuk memahami

setiap transaksi atau pos dalam laporan keuanmgan. Kebijakan akuntansi

yang perlu disajikan meliputi, tetapi tidak terbatas hal-hal sebagai berikut:

a) pengakuan pendapatan-LRA;

b) pengakuan pendapatan-LO;

‘c) pengakuan belanja; ‘ .



41.

42.

43.

44,

-8-

d) pengakuan beban;

¢) prinsip-prinsip penyusunan laporan konsolidasian;

d) investasi;

e) pengakuan dan penghentian / penghapusan aset berwujud/ tidak
berwujud; ' :

f) kebijakan kapitalisasi pengeluaran;

g) penyusutan;

h) persediaan;

i) penjabaran mata uang asing. )

Setiap entitas perlu mempertimbangkan jenis kegiatan-kegiatan dan

kebijakan-kebijakan yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan

Keuangan. Sebagai contoh, pengungkapan informasi untuk pengakuan

pendapatan pajak, retribusi dan bentuk-bentuk lainnya dari iuran wajib,

penjabaran mata uang asing, dan perlakuan akuntansi terhadap selisih

kurs.

Kebijakan akuntansi dapat menjadi signifikan walaupun nilai pos-pos yang

disajikan dalam periode berjalan dan seBelumny}zl tidak material. Selain itu

perlu diungkapkan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan yang

tidak diatur dalam kebijakan akuntansi yang sudah ada.

Laporan keuangan seharusnya menunjukkan hubungan angka-angka

dengan periode sebelumnya. Jika pembaﬂm - kebijakan akuntansi

berpengaruh material, perubahan kebijakan dan dampak perubahan secara

kuantitatif harus diungkapkan.

Perubahan kebijakan akuntansi yang tidak mempunyai pengaruh material

dalam tahun perubahan juga harus diungkapkan jika berpengaruh secara

material terhadap tahun-tahun yang akan datang.

Pengungkapan Informasi yang Diharuskan oleh Kebijakan Akuntansi yang

Belum Disajikan dalam Lembar Muka Laporan Keuangan

45.

46.

Catatan atas Laporan Keuangan harus menyajikan informasi yang
diharuskan dan dianjurkan oleh Kebijakan Akuntansi Pemerintahan
lainnya serta pengungkapan-pengungkapan lain yang diperlukan untuk
penyajian wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan
komitmen-komitmen lain. Pengungkapan informasi dalam Catatan atas
Laporan Keuangan harus dapat memberikan informasi lain yang belum
disajikan dalam bagian lain laporan keuangan. .

Karena keterbatasan asumsi dan metode pengukuran yang digunakan,
beberapa transaksi atas peristiwa yang diyakini akan mempunyai dampak
penting bagi entitas akuntansi/pelaporan tidak dapat disajikan dalam

lembar muka laporan keuangan, seperti kewajiban kontijensi. Untuk dapat
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memberikan gambaran yang lebih lgngkap, pembaca laporan perlu
diingatkan kemungkinan akan terjadinya suatu- peritiwa yang dapat
mempengaruhi kondisi keuangan entitas akuntansi/pelaporan pada periode

yang akan datang.

Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya

47.

48.

49.

50.

Catatan atas Laporan Keuangan juga harus mengungkapkan informasi

yang bila tidak diungkapkan akan menyesatkan bagi pembaca laporan.

Suatu entitas akuntansi/pelaporan mengungkapkan hal-hal berikut ini

apabila belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan

keuangan, yaitu:

a) domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta jurisdiksi tempat entitas
tersebut berada; . .

b) penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya;

c) ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan
operasionalnya.

Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan kejadian-kejadian

penting selama tahun pelaporan, seperti: '

a) Penggantian manajemen entitas akuntansi/pemerintah daerah selama
tahun berjalan;

b) Kesalahan manajemen terdahulu yang telah -dikoreksi oleh manajemen
baru; ‘

¢) Komitmen atau kontinjensi yang tidak dapat disajikan pada Neraca; dan

d) Penggabungan atau pemekaran entitas tahun berjalan.

¢) Kejadian yang mempunyai dampak sosial, misalnya adanya pemogokan
yang harus ditanggulangi pemerintah daerah.

Pengungkapan yang diwajibkan dalam tiap kebijakan berlaku sebagai

pelengkap kebijakan ini.

SUSUNAN

51.

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan
membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan
atas Laporan Keuangan disajikan dengan susunan sebagai berikut:

a) Kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Peraturan

daerah tentang APBD;
b) Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan;
c) Kebijakan akuntansi yang penting: '
i. Entitas akuntansi/pelaporan;

ii. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
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iii. Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan
keuangan, . )

iv. Kesesuaian kebijakan-kebijakan akuntansi yang diterapkan dengan
ketentuan-ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan
oleh suatu entitas akuntansi/pelaporan;

v. Setiap kebijakan akuntansi tertentu _yang diperlukan untuk
memahami laporan keuangan. )

d) Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan:
i. Rincian dan penjelasan masing-masing pos Laporan Keuangan;

ii. Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Kebijakan Akuntansi
Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka Laporan
Keuangan.

e) Informasi tambahan lainnya, yang diperlukan seperti gambaran umum

daerah. . .

Contoh format catatan atas laporan keuangan sebagaimana terlampir

dalam kebijakan akuntansi ini. Format tersebut hanya merupakan ilustrasi

dan bukan merupakan bagian dari kebijakan akuntansi ini untuk

memudahkan memberikan gambaran dalam penyusunan catatan atas

laporan keuangan.
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Lampiran I1.6-1
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
SKPD ss000

PENDAHULUAN

Bab I Pendahuluan

1.1 | Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD

1.2 | Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD

1.3 | Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD

Bab II | Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja
APBD SKPD

2.1 | Ekonomi Makro/Ekonomi Regional

2.2 | Kebijakan keuangan

2.3 | Indikator pencapaian target kinerja APBD

Bab III | Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD *

3.1 | Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD

3.2 | Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target
yang telah ditetapkan

Bab IV | Kebijakan akuntansi

4.1 | Entitas akuntansi/entitas akuntansi/pelaporan keuangan
daerah SKPD

4.2 | Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan
keuangan SKPD

4.3 | Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan
keuangan SKPD

4.4 | Penerapan kebijakan akuntansi- berkaitan dengan ketentuan
yang ada dalam SAP pada SKPD

4.5 | Kebijakan akuntansi tertentu

Bab V | Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD

5.1 | LRA

5.1.1 | Pendapatan_LRA

5.1.2 | Belanja ) "

52 |LO
5.2.1 | Pendapatan -LO
5.2.1 | Beban

5.2.3 | Kegiatan Non Operasional

5.2.4 | Pos Luar Biasa

5.3 | Laporan Perubahan Ekuitas

5.1.8 | Perubahan Ekuitas

5.4 | Neraca

5.1.9 | Aset

S5.1.10 | Kewajiban

5.1.11 | Ekuitas

Bab VI | Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan SKPD

Bab Penutup
VII
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Lampiran II.6-2
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PPKD

PENDAHULUAN

Bab I Pendahuluan

1.1 | Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan PPKD

1.2 | Landasan hukum penyusunan laporan keuangan PPKD

1.3 | Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan PPKD

Bab Il | Ekonomi makro, kebijakan keuangan ‘dan pencapaian target
kinerja APBD PPKD

2.1 | Ekonomi Makro/Ekonomi Regional

2.2 | Kebijakan keuangan

2.3 | Indikator pencapaian target kinerja APBD

Bab Il | Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan PPKD

3.1 | Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan PPKD

3.2 | Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target
yang telah ditetapkan

Bab IV | Kebijakan akuntansi

4.1 | Entitas akuntansi/entitas akuntansi/pelaporan keuangan
daerah PPKD

4.2 | Basis akuntansi yang mendasaﬁ peny{lsunan laporan
keuangan PPKD

4.3 | Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan
keuangan PPKD

4.4 | Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan
yang ada dalam SAP pada PPKD .

4.5 | Kebijakan akuntansi tertentu

Bab V | Penjelasan pos-pos laporan keuangan PPKD

5.1 | LRA

5.1.1 | Pendapatan-LRA

5.1.2 | Belanja

5.1.3 | Pembiayaan

5.2 | LO

5.1.4 | Pendapatan-LO

5.1.5 | Beban

5.1.6 | Kegiatan Non Operasional

5.1.7 | Pos Luar Biasa

5.3 | Laporan Perubahan Ekuitas

5.1.8 | Perubahan Ekuitas

5.4 | Neraca
5.4.1 | Aset
5.4.2 | Kewajiban
5.4.3 | Ekuitas

5.5 | Laporan Arus Kas

5.5.1 | Arus Kas dari Operasi

5.5.2 | Arus Kas dari Investasi Aset Non Keuangan

5.5.3 | Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan

5.5.4 | Arus Kas dari AKtivitas Transitoris

Bab VI | Penjelasan atas informasi-informasi non keuangari PPKD

Bab VII | Penutup
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Lampiran I1.6-3

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PENDAHULUAN

Bab 1

Pendahuluan

1.1

Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan

1.2

Landasan hukum penyusunan laporan keuangan

1.3

Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Bab II

Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target
kinerja APBD

2.1

Ekonomi Makro/Ekonomi Regional

2.2

Kebijakan keuangan

2.3

Indikator pencapaian target kinerja APBD

Bab III

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan

3.1

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan

3.2

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target
yang telah ditetapkan

Bab IV

Keb

ijakan akuntansi

4.1

Entitas pelaporan

4.2

Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan
keuangan

4.3

Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan
keuangan

4.4

Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan

ketentuan yang ada dalam SAP

4.5

Kebijakan akuntansi tertentu

Bab V

Penj

elasan pos-pos laporan keuangan

5.1

LRA

5.1.1

Pendapatan-LRA

5.1.2

Belanja

5.1.3

Pembiayaan

5.2

Laporan Perubahan SAL

5.2.1

Perubahan SAL

5.3

LO

5.3.1

Pendapatan-LO

5.3.2

Beban

5.3.2

Kegiatan Non Operasional

5.34

Pos Luar Biasa

5.4

Laporan Perubahan Ekuitas

5.4.1

Perubahan Ekuitas

5.5

Neraca

5.5.1

Aset

5.5.2

Kewajiban

5.5.3

Ekuitas

5.6

Laporan Arus Kas

5.6.1

Arus Kas dari Operasi

5.6.2

Arus Kas dari Investasi Aset Non Keuangan

5.6.3

Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan

5.6.4

Arus Kas dari AKtivitas Transitoris

Bab VI

Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan

Bab VII

Penutup
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